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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di usia dini
ada perlindungan hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak.
Perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindunagn Anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan
hukum tersebut seorang anak yang telah melakukan perkawinan —agar
mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Hak dasar seorang anak merupakan
hak yang patut diberikan kepada seorang anak , hak dasar didapatkan oleh seorang
anak yang melakukan perkawinan tersebut berupa hak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan perpartisipasi , dan juga hak perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Perlindungan hukum juga harus diterapkan oleh pemerintah maupun
negara. Perlindungan hukum terhadap anak telah ada peraturannya di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun masih
banyak anak yang belum mendapatkan haknya sebagai anak karena pemerintah

belum mengimplementasikan
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Setiap pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi hak seorang anak. Oleh
karena itu adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar terpenuhinya
hak anak tersebut.

Pencegahan perkawinan anak perlu untuk dilakukan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26
huruf ¢ disebutkan adanya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak. Hal ini di maksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan pencegahan
terjadinya perkawinan di usia anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juga belum adanya perlindungan hukum
untuk anak yang telah melakukan perkawinan di usia dini. Hanya saja
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya dispensasi dari
Pengadilan Negeri untuk anak yang di bawah umur untuk melakukan
perkawinan.

Anak yang telah melakukan perkawinan masih memperoleh haknya
dimana hak yang diperoleh adalah hak dasar dari anak tersebut, seperti hak
agar hidup, hak tumbuh, hak berkembag, hak berpartisipasi, dan hak
mendapat perlindungan kekerasan serat hak perlindungan dari diskriminasi.
Tetapi anak yang telah melakukan perkawinan juga mendapatkan haknya
sebagai istri dimana dalam Kitab Undag-undang Hukum Perdata dalam

pasal 330 menyatakan mereka yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh
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satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin jadi anak yang telah
melakukan perkawinan telah dianggap dewasa. Maka dalam hal ini anak
yang telah melakukan perkawinan menjalankan hak dan kewajiban sebagai
istri dimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dalam Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 34
Ayat (2) menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur untuk urusan rumah

tangga sebaik baiknya.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan ~di atas, maka saran yang dapat
direkomendasikan adalah sebagai berikut perlindungan hukum terhadap
anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur harus lebih di
perhatikan, pemerintah dan negara harus mengimplementasikan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam
Undang-undang tersebut telah disebutkan perlindungan hukum terhadap
anak tersebut. Pemerintah juga harus memperhatikan hak anak setiap
kabupaten/kota, dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan pemerintah lebih
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memperhatikan hak-hak seorang anak dan lebih mewujudkan hak-hak
seorang anak agar terpenuhinya hak tersebut.

Namun dalam hal perkawinan anak peran orang tua sangatlah penting
dalam hal ini. Tidak hanya peran orang tua saja, namun peran pemerintah
dan negara juga harus ikut serta untuk mencegahnya terjadinya perkawinan
anak di bawah umur. Setiap orag tua seharusnya melindungi anak-anak dari
praktek perkawinan di bawah umur. Tidak hanya orang tua, Pemerintah
maupun Negara juga harus lebih peka untuk mencegah adanya perkawinan
di bawah umur. Pemerintah maupun Negara seharusnya memberikan
sosialisasi kepada masyarakat dampak buruknya terjadinya perkawinan di
usia dini terhadap anak yang di bawah umur. Pemerintah dan Negara lebih
memberikan banyak sosialisasi mengenai perkawinan anak terhadap
masyarakat terutama terhadap masyarakat pedesaa maupun masyarakat

pinggiran kota.
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